
BUPATI WONOSOBO, 
a. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah 
Kaupaten Wonosobo Tahun 2017 sudah tidak sesuai 
dengan kondisi tahun berjalan maka perlu 
mengubahnya; 

b. bahwa dalarn rangka penyesuaian dengan 
perkembangan/ kondisi dalarn tahun anggaran berjalan 
antara lain berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi 
daerah dan kerangka pendanaan, serta rencana program 
dan kegiatan prioritas daerah, maka dengan 
mendasarkan pada ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 
ayat (1) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 
Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah, perlu melakukan 
perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2017; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo 
Tahun 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalarn 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47. 'f~mh~h::m T Pmh~r~n NPai=iri=i 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Reoublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. 



Pasal I 
Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 
2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonosobo Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
daerah kabupaten Wonosobo Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 
Nomor 6, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 
6); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonosobo Nomor 1); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonosobo Nomor 2); 

20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Wonosobo Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten 
Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12); 



EKO SUTRISNO WIBOWO 
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR ID 

Diundangkan di Wonosobo 
pada tanggal J Jun-{ eo n 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

di Wonosobo 
a ~ Jun{ ~I? 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Wonosobo. 



1-1 RKPD Perubahan 2017 Kabupaten Wonosobo Bab VI 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Wonosobo 
Tahun 2017 merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan 
Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
Perubahan (PPAS-P) Tahun 2017 untuk disepakati bersama antara segenap komponen 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai pedoman menyusun RAPBD 
Perubahan Tahun Anggaran 2017. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah 
pelaksanaan: 
1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Perubahan (RAPBD-P), RKPD Perubahan ini disusun dengan pendekatan dalam 
penganggaran keuangan daerah, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 

2. RKPD Perubahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 tidak hanya memuat kegiatan­ 
kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga 
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, 
rencana kerja dan pendanaannya. 

3. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas 
dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD 
Perubahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya. 

4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan 
kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Perangkat 
Daerah agar menyusun rencana kerja perubahanTahun 2017 dengan mendasarkan 
RKPD Perubahan Kabupaten Wonosobo tahun 2017. 

5. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Perubahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan 
sinergitas RKPD Perubahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 ke dalam rencana 
kerja PD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017 serta Prioritas dan 
Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2017. 

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk 
perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran 
dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan 
rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan dihar kan mampu menjawab 
dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan s rta mengelola potensi 
sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan berm r pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
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